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RINGKASAN EKSEKUTIF

endidikan dasar yang Bebas Biaya, inklusif, dan bermutu merupakan mandat
konstitusional dan tujuan fundamental dari pembangunan nasional di Indonesia.
Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara
wajib mengikuti pendidikan dasar dan bahwa pemerintah wajib membiayainya.
Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat jutaan peserta didik, khususnya
yang bersekolah di lembaga swasta, yang harus menanggung biaya pendidikan, mulai dari

iuran bulanan (SPP), uang gedung, hingga biaya tambahan lainnya.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas
kebijakan. Pemerintah melalui skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah
mengupayakan pemerataan pembiayaan, namun implementasinya belum mencakup
seluruh kebutuhan operasional sekolah swasta. Dalam situasi ini, peserta didik di sekolah
swasta menjadi kelompok yang paling terdampak. Padahal, sejarah mencatat bahwa
sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,

terutama pada masa-masa awal kemerdekaan ketika kapasitas negara sangat terbatas.

Policy paper ini menyoroti peran strategis sekolah swasta dalam sejarah dan struktur
pendidikan nasional, serta menggugat ketidakadilan struktural dalam sistem pembiayaan
pendidikan dasar di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis data, analisis hukum,
dan evaluasi anggaran, dokumen ini mengusulkan kebijakan yang lebih inklusif dan

berkeadilan sosial.

Rekomendasi utama mencakup: prioritas pembiayaan bagi sekolah swasta Generasi
Pertama dan Kedua; reformulasi dana BOS agar lebih adaptif terhadap kebutuhan
operasional riil; penciptaan skema insentif pengganti Guru PNS (DPK); serta penguatan
tata kelola dan akuntabilitas anggaran pendidikan berbasis pemerataan dan capaian

pembelajaran.

Dokumen ini disusun sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan di tingkat nasional
dan daerah agar segera melakukan reformasi pendanaan pendidikan dasar, sehingga
prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan tanggung jawab negara dapat benar-benar
terwujud dalam praktik pendidikan di lapangan.

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara dan merupakan prasyarat utama bagi
pembangunan manusia yang berkelanjutan. Konstitusi Republik Indonesia, melalui Pasal
31 Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara
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berhak mendapat pendidikan dan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar.
Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab negara yang tidak dapat dialihkan kepada
pihak lain dalam menjamin hak pendidikan warganya, khususnya pada jenjang dasar.

Namun, di tengah berbagai capaian pembangunan sektor pendidikan, masih terdapat
ketimpangan dalam hal akses, mutu, dan terutama pembiayaan. Salah satu kelompok yang
sering terabaikan dalam kebijakan pembiayaan pendidikan adalah siswa yang bersekolah
di lembaga pendidikan swasta, terutama pada jenjang dasar. Padahal, jumlah siswa di
sekolah swasta, meski lebih kecil secara proporsi dibandingkan sekolah negeri, tetap

menyumbang angka yang signifikan dalam peta pendidikan nasional.

Kondisi ini menimbulkan ironi. Di satu sisi, negara menyatakan pendidikan dasar wajib
dan dibiayai penuh oleh pemerintah, tetapi di sisi lain, siswa di sekolah swasta masih harus
membayar SPP dan berbagai pungutan lainnya. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam
pemenuhan hak pendidikan. Masyarakat yang memilih atau terpaksa menyekolahkan
anaknya di sekolah swasta, karena keterbatasan kuota sekolah negeri atau faktor geografis,

akhirnya menanggung beban finansial yang tidak semestinya.

Lebih dari sekadar permasalahan teknis, fenomena ini merupakan persoalan struktural
dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah cenderung memusatkan
alokasi anggaran hanya pada institusi pendidikan negeri, sementara sekolah swasta
yang berperan dalam mendukung sistem pendidikan nasional kerap diposisikan sebagai
pelengkap, bukan mitra sejajar. Padahal, dari perspektif hak konstitusional warga
negara, tidak seharusnya ada perbedaan perlakuan hanya karena status penyelenggara

pendidikan.

Dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah, ketimpangan ini bahkan
semakin nyata. Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam alokasi anggaran,
namun tidak semua daerah memiliki komitmen dan kapasitas fiskal yang memadai
untuk memberikan bantuan signifikan kepada sekolah swasta. Akibatnya, pembiayaan

pendidikan dasar menjadi sangat tergantung pada kondisi ekonomi orang tua siswa.

Dokumen ini disusun sebagai upaya untuk mendorong penyusunan kebijakan yang lebih
inklusif, dengan menyoroti urgensi pembiayaan pendidikan dasar secara menyeluruh—
termasuk untuk sekolah swasta—sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap hak
pendidikan setiap anak. Policy paper ini menekankan pentingnya kesetaraan akses dan
tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan dasar yang benar-benar Bebas Biaya

tanpa diskriminasi.
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2. Peran Historis Sekolah Swasta

ejak awal kemerdekaan hingga kini, keberadaan sekolah swasta telah menjadi bagian
tak terpisahkan dari sejarah dan dinamika pendidikan nasional di Indonesia. Ketika
negara masih dalam tahap membangun infrastruktur dasar dan kapasitas fiskal
terbatas, sekolah swasta mengambil peran penting sebagai garda depan dalam upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah-sekolah ini tumbuh dari inisiatif masyarakat,
organisasi keagamaan, dan tokoh pendidikan yang merespons kebutuhan akan akses

pendidikan yang lebih luas.

Sekolah swasta dapat dikategorikan dalam empat generasi berdasarkan konteks sejarah
dan tujuan pendiriannya. Generasi Pertama mencakup sekolah-sekolah swasta yang
didirikan sebelum kemerdekaan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional dan organisasi
keagamaan, seperti Perguruan Taman Siswa, Muhammadiyah, NU Ma’arif, sekolah Kristen,
dan Katolik. Sekolah-sekolah ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi

juga sebagai pusat pembentukan karakter kebangsaan dan nilai-nilai kemerdekaan.

Generasi Kedua muncul pada era awal kemerdekaan hingga dekade 1980-an, sebagai
respon terhadap keterbatasan pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan
yang merata. Banyak sekolah swasta didirikan oleh tokoh masyarakat, yayasan lokal,
dan organisasi sosial untuk mengisi kekosongan layanan pendidikan formal di berbagai
pelosok negeri. Peran mereka sangat vital, terutama di wilayah-wilayah yang belum

terjangkau sekolah negeri.

Generasi Ketiga muncul pada dekade 1990-an, ditandai oleh hadirnya sekolah-sekolah
swasta berbasis kapital yang didirikan oleh kelompok-kelompok konglomerat. Sekolah
ini biasanya menawarkan layanan premium dan menyasar kalangan menengah ke atas.
Meskipun memiliki kontribusi terhadap keberagaman pilihan pendidikan, orientasi

utamanya lebih kepada akumulasi keuntungan ketimbang misi sosial.

Sementara itu, Generasi Keempat terdiri dari sekolah-sekolah yang didirikan oleh afiliasi
politik tertentu, biasanya dimaksudkan sebagai wadah kaderisasi ideologis sejak usia
dini. Meski beberapa di antaranya memiliki kualitas baik dan berbiaya murah, motivasi
utama pendiriannya bukanlah sekadar pemenuhan hak atas pendidikan, melainkan juga
penanaman nilai politik tertentu dalam proses belajar mengajar.

Masing-masing generasi sekolah swasta memiliki karakteristik, tujuan, dan model
pembiayaan yang berbeda. Namun, kesamaan mendasar dari semuanya adalah bahwa
lembaga-lembaga tersebut tetap melakukan pungutan kepada peserta didik dalam
berbagai bentuk. Artinya, meskipun berfungsi sebagai penyedia layanan pendidikan dasar,

mereka tidak mampu—atau tidak diperkenankan secara struktural—menyelenggarakan
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pendidikan tanpa biaya.

Peran historis sekolah swasta, terutama Generasi Pertama dan Kedua, menunjukkan bahwa
mereka tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan sektor pendidikan, tetapi
juga mendukung tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena
itu, sudah semestinya negara memberikan pengakuan dan dukungan lebih besar kepada
mereka, termasuk dalam bentuk pembiayaan langsung agar mereka dapat menjalankan

pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.

3. Amanat Konstitusi dan Regulasi Pendidikan

alah satu fondasi paling kokoh yang menjamin pendidikan dasar Bebas Biaya di
Indonesia adalah konstitusi itu sendiri. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dengan
jelas menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
bahwa pemerintah wajib membiayainya. Ketentuan ini bukan hanya simbolik, melainkan
mengandung implikasi hukum yang bersifat mengikat bagi negara, baik di tingkat pusat
maupun daerah. Pendidikan bukanlah sekadar layanan publik biasa, melainkan hak asasi

yang harus dijamin pelaksanaannya oleh negara.

Komitmen konstitusional tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menyatakan
secara eksplisit dalam Pasal 34 Ayat (2) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib
menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal ini menjadi
dasar normatif untuk menuntut penghapusan semua bentuk pungutan biaya pendidikan

dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan setara.

Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 58/PUU-VIII/2010 juga
telah menghapuskan diksi “dapat” dalam Pasal 55 Ayat (4) UU Sisdiknas, yang sebelumnya
berbunyi “lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis,
subsidi dana, dan sumber daya lain dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah”.
Dengan dihapusnya kata “dapat”, maka kewajiban pemerintah menjadi lebih tegas: semua
lembaga pendidikan masyarakat, termasuk sekolah swasta, berhak secara setara atas

bantuan pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan dasar.

Secaralebih luas, prinsip non-diskriminasi dalam akses pendidikan juga ditegaskan dalam
Pasal 281 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari
perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, termasuk dalam hal akses dan pembiayaan
pendidikan. Maka, perlakuan berbeda terhadap peserta didik di sekolah negeri dan
swasta dalam hal pembiayaan jelas bertentangan dengan semangat konstitusi dan prinsip
keadilan sosial.
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Konstitusijuga menetapkan anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Ketentuan ini menunjukkan
komitmen negara untuk menyediakan sumber daya fiskal yang cukup guna membiayai
pendidikan secara menyeluruh, termasuk pendidikan dasar yang Bebas Biaya.

Dengan demikian, tidak ada dasar hukum yang membenarkan praktik pemungutan
biaya pendidikan dasar, sekalipun itu dilakukan oleh sekolah swasta. Selama sekolah
tersebut menyelenggarakan pendidikan dasar, mereka seharusnya mendapat perlakuan
pembiayaan yang sama dari negara. Kewajiban negara bukan hanya membangun sekolah
negeri, tetapi juga menjamin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat
tetap bebas dari pungutan biaya.

Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik kebijakan inilah yang menjadi dasar
perlunya reformasi dalam pembiayaan pendidikan dasar. Negara harus menjalankan
amanat konstitusi secara konsisten dan menyeluruh dengan memperluas cakupan bantuan
pembiayaan hingga mencakup semua peserta didik di jenjang dasar, tanpa membedakan

sekolah tempat mereka belajar.

4. Praktik Pendanaan dan Kesenjangan

eskipun konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah dengan jelas
menyatakan kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar secara Bebas
Biaya, dalam praktiknya terdapat kesenjangan serius antara norma hukum dan
realisasi kebijakan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Kemendikbudristek) selama ini mengalokasikan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) sebagai skema utama pembiayaan pendidikan dasar. Namun, skema ini
memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam hal cakupan, kecukupan, dan fleksibilitas

penggunaannya, khususnya bagi sekolah swasta.

BOS Reguler memang dialokasikan untuk sekolah negeri dan swasta dengan formula
tertentu yang berbasis jumlah peserta didik. Namun, nominal yang diterima oleh sekolah
swasta seringkali tidak mencukupi untuk menutup seluruh biaya operasional dasar seperti
gaji guruy, biaya listrik, air, alat tulis, serta kebutuhan pembelajaran lainnya. Akibatnya,

sekolah swasta tetap harus memungut iuran dari siswa untuk menutup defisit anggaran.

Kesenjangan lain terjadi karena BOS hanya dapat digunakan untuk komponen pengeluaran
tertentu, dan penggunaannya dibatasi oleh juknis (petunjuk teknis) yang tidak selalu
sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Misalnya, pembatasan proporsi penggunaan

BOS untuk membayar honorarium guru membuat banyak sekolah swasta mengalami
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kesulitan dalam mempertahankan kualitas tenaga pengajarnya. Padahal, sebagian besar
guru di sekolah swasta adalah guru non-PNS yang sangat bergantung pada sumber dana
sekolah.

Selain itu, kebijakan penghentian pengangkatan dan penugasan Guru Pegawai Negeri
Sipil (PNS) ke sekolah swasta atau yang dikena' dengan Guru DPK (Dipekerjakan)
sejak beberapa tahun terakhir juga memperburuk kondisi. Guru-guru tersebut dulunya
merupakan tulang punggung pendidikan di banyak sekolah swasta, terutama di wilayah
pinggiran dan miskin. Ketiadaan Guru DPK telah menyebabkan beban pembiayaan

pendidikan di sekolah swasta meningkat tajam.

Pemerintah daerah sebenarnya memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan
kepada sekolah swasta melalui skema BOS daerah atau hibah operasional, namun
kenyataannya tidak semua daerah memiliki kemauan politik atau kemampuan fiskal
untuk melakukannya. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang tajam antar wilayah, di
mana sekolah swasta di daerah dengan PAD tinggi mendapatkan dukungan signifikan,

sementara di daerah miskin justru semakin tertinggal.

Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kualitas layanan pendidikan, tetapi
juga menimbulkan ketidakadilan sosial. Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak
tertampung di sekolah negeri dan harus bersekolah di swasta, menjadi korban dari
kebijakan yang tidak berpihak. Mereka tetap harus membayar biaya pendidikan yang

seharusnya ditanggung oleh negara.

Dengan demikian, diperlukan reformulasi kebijakan pembiayaan pendidikan dasar
yang tidak hanya berbasis institusi, tetapi juga berbasis peserta didik. Apapun status
sekolahnya—negeri atau swasta—hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan

dasar secara Bebas Biaya dan bermutu harus tetap dijamin oleh negara tanpa diskriminasi.

5. Data Statistik Pendidikan

Untuk memahami secara objektif kontribusi sekolah swasta dalam sistem pendidikan
dasar dan menengah di Indonesia, kita dapat merujuk pada data statistik resmi yang
dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023.
Data ini menunjukkan bahwa meskipun secara proporsional lebih kecil dibandingkan
sekolah negeri, sekolah swasta tetap menampung jutaan peserta didik di seluruh jenjang

pendidikan dasar dan menengah.
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Berikut adalah distribusi jumlah peserta didik berdasarkan status sekolah:

Jenjang Pendidikan Sekolah Negeri % Sekolah Swasta %
SD 20.377.158 86,9 % 3.715.549 13,1 %
SMP 7.189.843 61,3 % 2.782.569 38,7 %
SMA 3.828.219 73,9 % 1.349.272 26,1 %
SMK 2.382.874 47,1 % 2.672.426 529%

Sumber: Statistik Pendidikan Kemendikbudristek, 2023

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah swasta memiliki peran yang sangat
signifikan, khususnya di jenjang pendidikan menengah kejuruan (SMK), di mana lebih dari
separuh peserta didik menempuh pendidikan di sekolah swasta. Bahkan untuk jenjang
SMP, hampir 40% siswa bersekolah di swasta. Ini menunjukkan bahwa sekolah swasta
bukanlah institusi pinggiran, tetapi merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan

nasional.

Khususnya dalam konteks pendidikan kejuruan, sekolah swasta mengambil peran yang
sangat besar dalam menyiapkan tenaga kerja muda Indonesia. Peran ini memiliki nilai
strategis dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional dan pengurangan
pengangguran usia muda. Namun sayangnya, kebijakan pembiayaan pendidikan tidak

selalu berpihak secara proporsional terhadap kontribusi tersebut.

Datajuga mengindikasikan adanya keterkaitan antara kemiskinan struktural dan dominasi
sekolahswastadiwilayah-wilayahtertentu.Dibanyakdaerahpadatpenduduk, keterbatasan
kapasitas sekolah negeri menyebabkan banyak keluarga harus menyekolahkan anaknya
ke sekolah swasta, meskipun kondisi ekonomi mereka terbatas. Di sinilah letak urgensi
kehadiran negara untuk menutup celah ketimpangan yang dihasilkan oleh logika pasar

dalam penyelenggaraan pendidikan.

Lebih lanjut, data ini seharusnya menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih
adil dan berbasis pada prinsip kesetaraan. Negara tidak bisa terus-menerus mengabaikan
peran vital sekolah swasta dalam penyediaan layanan pendidikan dasar dan menengah.
Angka-angka tersebut bukan hanya statistik semata, tetapi representasi dari jutaan anak

Indonesia yang tetap berjuang mendapatkan hak atas pendidikan.

Dengan demikian, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan berbasis data dalam
merumuskan kebijakan pembiayaan pendidikan yang inklusif, di mana setiap peserta
didik memiliki hak yang sama atas pendidikan dasar yang Bebas Biaya dan bermutu,

tanpa memandang jenis sekolah tempat mereka belajar.
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6. Alasan Fiskal dan Kebijakan

Selain alasan yuridis dan historis, dukungan terhadap pembiayaan pendidikan dasar
di sekolah swasta juga memiliki dasar yang kuat dari sisi fiskal dan kebijakan publik.
Anggaran pendidikan nasional Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam
dua dekade terakhir. Dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4) ditegaskan bahwa negara wajib
mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD untuk sektor
pendidikan. Porsi anggaran ini tergolong besar dan semestinya mampu mengakomodasi

pembiayaan yang lebih inklusif dan adil.

Namun, meskipun alokasi anggaran telah mencapai 20%, efektivitas dan efisiensi
penggunaannya masih dipertanyakan. Berbagai kajian dari lembaga independen dan
pengakuan dari pejabat Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa peningkatan
anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan. Terdapat
banyak kebocoran, duplikasi anggaran, serta inefisiensi penggunaan dana di berbagai

jenjang pemerintahan.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menunjukkan ketimpangan
antar daerah yang cukup signifikan. Wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi,
terutama di kawasan Indonesia Timur dan daerah perdesaan, mengalami keterbatasan
akses terhadap layanan pendidikan dasar yang memadai. Dalam konteks ini, sekolah
swasta justru sering menjadi penyedia utama pendidikan dasar karena absennya sekolah

negeri di lokasi-lokasi tersebut.

Kritik juga datang dari sisi outcome pendidikan. Laporan Bank Dunia dan UNICEF
menggarisbawahi bahwa meskipun anggaran pendidikan Indonesia tinggi secara nominal,
capaian pembelajaran siswa dalam asesmen nasional dan internasional (seperti PISA)
masih rendah. Artinya, permasalahan utama bukan hanya pada besar kecilnya anggaran,

tetapi pada ketepatan sasaran dan efektivitas program pembiayaan.

Secara politis dan strategis, pendanaan pendidikan dasar untuk siswa di sekolah swasta
juga merupakan investasi sosial jangka panjang. Dengan mendukung sekolah swasta yang
melayani keluarga miskin, pemerintah tidak hanya melindungi hak konstitusional warga,
tetapi juga mencegah terjadinya putus sekolah, pekerja anak, serta reproduksi kemiskinan
struktural antar generasi. Intervensi fiskal semacam ini merupakan bentuk nyata dari
keadilan distributif.

Jika kebijakan pendidikan terus mengesampingkan sekolah swasta dalam skema
pendanaan penuh, makanegara secaratidaklangsung membiarkan terjadinya diskriminasi
berdasarkan status penyelenggara pendidikan. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip

keadilan sosial, tetapi juga merusak ekosistem pendidikan nasional secara keseluruhan.
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Oleh karena itu, sudah waktunya anggaran pendidikan digunakan secara lebih progresif
dan berpihak pada peserta didik sebagai subjek utama, bukan hanya pada institusi
pendidikan. Pendanaan yang adil dan berbasis kebutuhan nyata akan meningkatkan
efisiensi fiskal sekaligus menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, tanpa

terkecuali.

7. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan empiris, kerangka hukum, dan urgensi keadilan sosial yang telah
dijabarkan dalam bagian-bagian sebelumnya, maka diperlukan langkah konkret dalam
bentuk kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan konstitusional. Berikut ini adalah
enam rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pijakan dalam reformasi pendanaan
pendidikan dasar di Indonesia:

1. Prioritaskan Pendanaan untuk Sekolah Swasta Generasi Pertama dan Kedua

Sekolah-sekolah swasta yang didirikan dengan semangat kebangsaan dan pelayanan
sosial (seperti sekolah milik organisasi keagamaan dan komunitas lokal) harus mendapat
prioritas dalam pendanaan negara. Mereka telah terbukti menjadi bagian integral dari
sejarah pendidikan Indonesia dan berperan dalam menjangkau kelompok-kelompok
marginal. Pemerintah harus menyediakan subsidi penuh untuk peserta didik di sekolah-

sekolah ini agar tidak lagi terbebani biaya pendidikan.

2. Reformulasi Skema BOS agar Lebih Adaptif dan Progresif

Dana BOS harus direvisi agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil sekolah, terutama dalam
hal penggunaan untuk honor guru dan operasional inti lainnya. Penghitungan besaran
BOS perlu mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah, status ekonomi peserta didik,
dan kapasitas fiskal daerah. BOS juga perlu diintegrasikan dengan skema insentif berbasis

kinerja dan capaian pembelajaran.

3. Reaktivasi atau Penggantian Skema Guru DPK

Ketiadaan Guru PNS yang ditempatkan di sekolah swasta sejak penghentian skema Guru
DPK telah menciptakan kesenjangan besar dalam kualitas pengajaran. Pemerintah harus
menciptakan skema baru, baik berupa insentif tunjangan untuk guru swasta maupun
skema penempatan tenaga pengajar berbasis kontrak negara, khusus untuk sekolah-

sekolah swasta non-profit di daerah tertinggal.
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4. Perkuat Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran Pendidikan

Dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis
data dalam pemanfaatan anggaran pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah harus
mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal distribusi dan penggunaan
dana pendidikan, serta mempublikasikan hasil evaluasi capaian program secara rutin.

5. Adopsi Model Pendanaan Berbasis Keadilan dan Peserta Didik

Fokus kebijakan pembiayaan harus bergeser dari pendekatan berbasis institusi ke
pendekatan berbasis peserta didik. Siapa pun anaknya, di mana pun ia bersekolah, dan
siapa pun penyelenggara sekolahnya, negara wajib menjamin pemenuhan hak atas
pendidikan dasar yang bebas biaya. Pendekatan ini mendorong keadilan dan pemerataan

sekaligus menekan disparitas wilayah.

6. Revisi Regulasi Pendidikan untuk Menjamin Kesetaraan dalam Pembiayaan

Pemerintah dan DPR perlu meninjau kembali regulasi pendidikan, terutama UU No.
20 Tahun 2003, agar terdapat kejelasan hukum bahwa semua lembaga penyelenggara
pendidikan dasar (negeri dan swasta) yang terakreditasi dan memenuhi standar minimum,
berhak atas pendanaan negara. Revisi ini akan memperkuat posisi hukum peserta didik
dalam menuntut pendidikan dasar Bebas Biaya di semua jenis sekolah.

Rekomendasi ini tidak hanya bertujuan untuk menutup celah ketimpangan yang sudah
berlangsung lama, tetapi juga untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang adil,

berkelanjutan, dan berpihak pada hak anak.

8. PENUTUP

ewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar secara Bebas Biaya merupakan
amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Namun, pelaksanaan kebijakan di
lapangan masih jauh dari harapan, khususnya bagi peserta didik yang bersekolah
di lembaga swasta. Kebijakan yang hanya memprioritaskan sekolah negeri dalam hal
pembiayaan telah menciptakan diskriminasi struktural terhadap jutaan siswa yang tidak
tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung atau keterjangkauan

geografis.

Selama ini, negara tampak abai terhadap fakta bahwa sekolah swasta merupakan bagian

integral dari sistem pendidikan nasional. Peran historis dan aktual sekolah swasta—
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terutama yang berorientasi sosial dan non-profit—dalam menjangkau kelompok
marginal, membangun nilai kebangsaan, serta mengisi kekosongan layanan publik di
daerah tertinggal, harus diakui secara penuh oleh negara, termasuk melalui dukungan
pembiayaan.

Dengan tetap adanya pungutan biaya bagi peserta didik di sekolah swasta, maka prinsip
keadilan, inklusivitas, dan non-diskriminasi dalam pendidikan dasar belum terpenuhi.
Negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, tidak boleh membiarkan anak-anak
dari keluarga kurang mampu terus menanggung beban biaya hanya karena mereka

bersekolah di institusi non-negeri.

Implementasi dari rekomendasi kebijakan dalam dokumen ini akan menjadi titik balik
dalam membangun sistem pendidikan yang lebih berkeadilan. Negara harus bergeser dari
pendekatan eksklusif berbasis status kelembagaan menuju pendekatan universal yang
menempatkan peserta didik sebagai pusat kebijakan. Pendidikan dasar yang benar-benar

Bebas Biaya harus menjadi hak setiap anak Indonesia, tanpa kecuali.

Akhirnya, policy paper ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi para
pemangku kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, organisasi masyarakat sipil, dan
pemangku kepentingan pendidikan lainnya untuk bersama-sama mendorong reformasi
sistem pembiayaan pendidikan dasar yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada

kepentingan terbaik anak.
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